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BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Pembahasan yang akap dilak:ukan adalah sekitar kewenangan yang diberikan 
kepada kepolisian dalam hal memerangi dan memberantas korupsi sesuai dengan 
tugas dan fungsinya dengan mengadakan penelitian pada Polres Asahan. Sebagai salah 
satu lembaga yang memegang peranan penting dalam hal memerangi tindak pidana 
korupsi adalah Kepolisian. Kepolisian dalam hal memerangi tindak pidana korupsi ini 
memiliki kendala khususnya dalam penyiapan sumber daya manusianya. Oleh karena 
itu kepolisian harus melak:ukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam 
mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi. . 

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana modus 
operandi yang biasa dilakukan oleh para koruptor dalam melakukan tindak pidana 
korupsi dan upaya apa saja yang dilakukan kepolisian dalam rangka memberantas 
tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Hasil penelitian ini menjelaskan pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut 
UU No. 20 Tahun 2001 dimuat dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 dan 2. Para sarjana 
memberikan pengertian Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari beberapa segi antara 
lain rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial, rumusan yang menekankan 
pada jabatan dalam pemerintah, rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori 
pasar dan rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum. Berdasarkan bunyi 
Pasal 1 ayat 1 UUPTPK maka pelakunya dalam Tindak Pidana Korupsi dapat 
dilakukan oleh pegawai negeri, bukan pegawai negeri dan yang dilakukan oleh 
pegawai negeri bersama-sama dengan yang bukan pegawai negeri dan pengertian 
pegawai negeri dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah merupakan perluasan pengertian 
pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian 
No. 8 Tahun 1974. Dengan demikian pengertian pegawai negeri menurut UU No. 20 
Tahun 2001 telah berlapis tiga yaitu (1) pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP, (2) 
pegawai menurut UU No. 8 Tahun 1974 dan (3) Pegawai negeri menurut Pasal 2 UU 
No. 20 Tahun 2001. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Sejak: tahun 1997 Negara Repub1ik Indonesia menga1ami krisis ekonomi 

yang disusul dengan krisis kepercayaan. Kemudian disadari bahwa Negara 

Repub1ik Indonesia menga1ami krisis multi dimensi sebagaimana dimuat dalam 

pertimbangan Ketetapan (TAP) MPR Nomor IV/MPR/1999. Krisis mencakup 

antara lain krisis hukum, krisis integrasi bangsa, krisis mental termasuk krisis 

kejujuran. 

Gerak:an reformasi yang menumbangkan pemerintahan Soeharto (Orde 

Baru) menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia 

seutuhnya dan masyarak:at Indonesia seutuhnya yang adil, m.ak:mur, sejahtera dan 

tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang adil, mak:mur dan sejahtera tersebut perlu secara terns 

menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak: pidana 

pada umumnya serta tindak: pi dana korupsi pada khususnya. 

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, asp1ras1 

masyarak:at untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya 

semak:in meningkat~ karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah 
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2 

menimbulkan kerugian negara sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak 

pada tumbuhnya krisis di berbagai bidang. 

Penanganan tindak pidana korupsi sampai saat ini masih belum sesua1 

dengan harapan masyarakat bahkan sebagian berpendapat terkesan sangat lamban. 

Dipandang dari keuangan negara, penanganan tindak pidana korupsi memerlukan 

kecepatan agar dengan demikian dapat segera mungkin menyelenggarakan 

keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. 

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang selalu 

menjadi sorotan dan sekaligus menjadi keprihatinan nasional, bahkan juga 

keprihatinan dunia intemasional. Dalam resolusi tentang "Coruption in 

Government" yang diterima kongres PBB ke-8 mengenai the prevention of crime 

and the treatment of offenders di Havana (Cuba) tahun 1990, antara lain 

dinyatakan bahwa : 

1. Korupsi di kalangan pejabat publik (corrupt activities of public 
official). 

Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua Jems 
program pemerintah. 
Dapat ·mengganggu/menghambat pembangunan. 
Menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat. 

2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan 
ekonomi, kejahatan terorganisasi dan penyucian uang haram. 1 

Dengan mengingat berbagai pertimbangan lainnya, resolusi tersebut 

1 Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 70. 
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menghimbau kepad~ negara-negara anggota PBB untuk menetapkan strategi anti 

korupsi sebagai prioritas utama di dalam perencanaan pembangunan sosial dan 

ekonomi. Di dalam kongres PBB ke-9 tahun 1995 di Kairo, masalah korupsi 

inipun menjadi salah satu bahan pembicaraan. Hasil kongres di Kairo ini 

kemudian dibahas oleh commision on crime prevention and criminal justice di 

Wina yang menghasilkan rancangan resolusi tentang action against corruption. 

Dalam pertimbangan rancangan resolusi itu antara lain ditegaskan, bahwa korupsi 

merupakan masalah serius karena : 

1. Dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. 

2. Merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas dan 

3. Membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik.2 

Di Indonesia saat sekarang ini, salah satu agenda utama tugas pemerintah 

adalah melakukan pemberantasan korupsi. Dalam melakukan pemberantasan 

tindak pidana korupsi tidak dapat dibantah bahwa para penegak hukum adalah alat 

yang ampuh untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang adil dan 

makmur serta amail, tertib dan damai. Salah satu hasil yang nyata apabila 

penegakan hukum diterapkan secara konsisten dan konsekuen maka pelaku tindak 

pidana korupsi akan banyak berkurang. Apabila pelaku tindak pidana korupsi 

berkurang berarti banyak harta kekayaanlkeuangan negara dapat diselamatkan 

2 Ibid. 



Nurhariyadi - Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

4 

dari para koruptor. Aparat penegak hukum yang diharapkan mampu melakukan 

pemberantasan korupsi adalah penegak hukum yang bersih dan jujur serta 

mempunym kecerdasan agar mampu menaklukkan koruptor sebagai musuh 

bangsa. 

Perkembangan Jaman dewasa m1 memberikan akibat terjadinya 

perkembangan kejahatan korupsi itu sendiri. Ada berbagai modus operandi 

yang dapat dilakuhin seseorang untuk melakukan korupsi. Meskipun corak dan 

bentuk modus operandi tersebut berbeda tetapi dalam kenyataannya terdapat suatu 

keadaan yang dapat mendukung terjadinya korupsi tersebut. Keadaan tersebut 

biasanya dihubungkan dengan jabatan seseorang maupun juga kewenangan 

seseorang. Hal inilah yang pada dasamya mengkondisikan terjadinya tindak 

pi dana korupsi dengan berbagai macam modus operandinya. 

Salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam hal memerangi 

tindak pidana korupsi adalah Kepolisian. Kepolisian dalam hal memerangi tindak 

pidana korupsi ini memiliki kendala khususnya dalam penyiapan sumber daya 

manusianya. Oleh karena itu kepolisian harus melakukan koordinasi dengan 

berbagai pihak dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk memilih dan menetapkan 

judul "Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Memberantas 

Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Polres Asahan)". 
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A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Adapun judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Peranan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Memberantas Tindak Pidana 

Korupsi (Studi Kasus di Polres Asahan)". 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul di atas maka 

berikut ini akan diberikan pengertian secara etimologi yaitu: 

Peranan adalah kewertangan karena jabatan atau kewenangan karena 

kedudukan. 3 

Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal angka 1 UU No. 2 

Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam adalah menunjukkan pada suatu keadaan atau tempat.4 

Memerangi adalah memberantas. 

Tindak Pidana Korupsi menurutBaharuddin Lopa mengutip pendapat dari 

David M. Chalmers, menguraikan arti istilah. korupsi dalam berbagai bidang, 

yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan 

manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan 

umum.5 

3 Departemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 
Jakarta, 2003, hal. 553. 

4 Ibid, hal. 176. 
5 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 10 
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Dengan demikian pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar 

kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dalam hal memerangi dan 

memberantas korupsi sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengadakan 

penelitian pada Polres Asahan. 

B. Alasan Pemilihim Judul 

Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang jahat, dan merusak. Jika 

membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu 

karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang jahat, jabatan 

dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan daiam jabatan 

karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau 

golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian 

secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi 

memiliki arti yang sangat luas: 

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan 

sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. 

2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan 

kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).6 

6 Ibid, hal. 9. 
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Adapun menurut Subekti dan Tjitrosudibio dalam Kamus Hukum, yang 

dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang 

merugikan keuangan negara. 7 

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, 

menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut 

masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, 

dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. 5 

Korupsi terse but memiliki ciri -ciri yaitu : 

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama 
dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup 
sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian 
penggelapan (fraud). Contohnya adalah pemyataan tentang belanja 
perjalanan atau rekening hotel. Namun, disini seringkali ada pengertian 
diam-diam di antara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar 
situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku 
berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi 
perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan 
oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di 
masyarakat. 

2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah 
merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka 
yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk 
menyembunyikan perbuatannya. Namun walaupun demikian motif korupsi 
tetap dijaga kerahasiaannya. 

3. korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 
Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang. 

4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk 
menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran 
hukum. 

5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan 
mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 

7 Subekti dan Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Pradnya Pararnita, Jakarta, 1993, hal. 46. 
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6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh 
badan publik atau umum (masyarakat). 

7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 8 

Berdasarkan uraian di atas maka adapun alasan pemilihan judul ini adalah: 

1. Untuk mengetahui modus operandi yang biasa dilakukan oleh para koruptor 

dalam melakukan tindak pidana korupsi. 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam rangka 

memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. 

C. Permasalahan 

Adapun yang menjadi permasalahan yang nantinya akan meJ1jadi dasar 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana modus operandi yang biasa dilakukan oleh para koruptor dalam 

melakukan tindak pidana korupsi? 

2. Upaya apa saja yang dilakukan kepolisian dalam rangka memberantas tindak 
. . 

pidana korupsi di Indonesia? 

D. Hipotesa 

Hipotesa merupakan jawaban semen tara dari permasalahan yang diajukan. 

Adapun hipotesis yang diajukan adalah : 

8 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi, LP3S, Jakarta, 1993, hal. 45. 
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1. Modus operandi yang biasa dilakukan oleh para koruptor dalam melakukan 

tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

memipulasi laporan keuangan, menyalahgunakan jabatan dan kewenangan, 

menerima suap atas suatu proyek dan lain sebagainya .. 

2. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam rarigka memberantas tindak pidana 

korupsi di Indonesia adalah dengan cara preventif dan refresif. Dengan cara 

preventif seperti melakukan pengawasan terhadap jalannya administrasi 

keuangan pemerintahan sedangkan cara refresif dapat dilakukan dengan cara 

penangkapan pelaku korupsi. 

E. Tujuan penulisan 

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara praktis dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat khususnya bagi pihak 

Polri sendiri dalam menghadapi permasalahan yang sama di bidang 

penyidikan tindak pidana korupsi. 

2. Sumbangsih masyarakat untuk almamater sebagai bahan bacaan mengenai 

kredibilitas Polri sebagai penyidik tindak pi dana korupsi. 

3. Untuk mengetahui aspek hukum kewenangan dan kreqibilitas polri sebagai 

penyidik menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada 

khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui : 

1. Penelitian kepustakaan (Library research), dimana pemilis membaca buku­

buku yang ada. hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip 

pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini. 

2. Penelitian kelapangan (Field research), dimana penulis mengunjungi langsung 

Polres Asahan serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, 

kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga 

diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi 

perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat 

materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab 

yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang 

lainnya. 

J adi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAIIDLUAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan 

Penegasail Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, 
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Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II. TINJAUAN UMUM KEPOLlSIAN REPUBLIK INDONESIA 

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Polisi, 

Tugas dan Fungsi Polisi serta Kewenangan Polisi Dalam Penegakan 

Hukum. 

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Tindak 

Pidana, Pengertian Korupsi, Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Korupsi, 

Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi. 

BAB IV KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM 

MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI 

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Proses 

Pemeriksaan Perkara Korupsi di Kepolisian Resort Asahan, Hambatan 
,. 

dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi di Kepolisian Resort Asahan, 

Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Hambatan-Hambatan 

Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kasus dan 

Tinjauan Kasus. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran . 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

A. Pengertian Polisi 

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi 

penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepo1isian 

sebagamana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: 

"Kepolisian adalah sega1a hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 1embaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". 

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah 

sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang 

ditentukan oleh perundang-undangan. 

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 

Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak 

hukum. Tug as inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 ( 4) a Undang­

Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan 

Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut 

Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam 

sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di da1amnya 

12 
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Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta 

Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulimya era 

reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada 

asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri 

secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya. 

B. Togas dan Fungsi Polisi 

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian 

bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk kepentingan 

pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi 

yang terdapat di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(UU No. 2 Tahun 2002). 

Pasal13: 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukum dan, 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan : 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Republik Indonesia bertugas : 
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a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan, 

c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan. 

d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional, 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa, 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan, 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian, 

1. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan .bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi 

man usia, 
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J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi danlatau pihak yang berwenang 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya 

dalam lingkup tugas kepolisian, serta 

I. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum 

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan : 

( 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: 

a. Menerima laporan danlatau pengaduan, 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum, 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian, 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindaka kepolisian 
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g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, 

1. Mencari keterangan dan barang bukti, 

J. Menyelenggrakan Pusat informasi kriminal nasional, 

16 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat, 

1. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang­

undangan lainnya berwenang 

a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya berwenang : 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak 

dan senjata tajam, 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan, 
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g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, 

h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan intemasional, 

1. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, 

J. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

intemasional, 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian. 

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a 

dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal14: 

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang 

untuk: 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan. 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 
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d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyak:an serta memeriksa 

tanda pengenal diri. 

e. Melak:ukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperika sebagai tersangka atau sak:si. 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara. 

h. Mengadak:an penghentian penyidikan. 

1. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

J. Memgajukan permintaan secara langsung kepada pejfibat imigrasi dalam 

keadaan mendesak untuk melaksanak:an cegah dan tangkal terhadap orang 

yang disangka melak:ukan tindak: pidana. 

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum. 

1. Mengadak:an tindak:an lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut : 

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum 

2. Aspek . perlindungan terhadap perorangan dan masyarak:at ( dari 

gangguan/perbuatan melanggar hukurn/kejahatan dari penyakit-penyak:it 

masyarak:at dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayak:an termasuk 

aspek pelayanan masyarak:at dengan memberikan perlindungan dan 
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pertolongan. 

3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan I kepatuhan hukum warga 

masyarakat. 

4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang 

penyelidikan dan penyidikan. 

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan 

mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di 

dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi 

rakyat dan hukum N egara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di 

bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma 

keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang 

demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana 

yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. 9 

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah 

dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas 

Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang 

peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non 

penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan ( dengan sarana penal) 

sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian k~cil saja dari tugas 

9 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal. 4. 
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Kepolisian. Sebagian besar h1gas Kepolisian justru terletak: di luar penegak:an 

hukum pidana (non penal). 

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang 

penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak: secara langsung berkaitan 

dengan penegakan lmkum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum 

pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, 

mencegah penyak:it-penyakit masyarak:at, memelihara keselamatan, perlindungan 

dan pertolongan kepada rnasyarakat, rnengusahak:an ketaatan hukurn warga 

rnasyarak:at tentunya rnerupak:an tugas yang lebih luas dari yang sekadar 

dinyatak:an sebagai tindak: pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan 

hukum pi dana positif yang berlaku. 

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang 

kepolisian ·yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kernasyarak:atan 

(yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak: daripada tugas 

yuridisnya sebagai penegak: hukum di bidang peradilan pidana. Dengan dernikian 

dalarn rnenjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan 

ganda baik sebagai penegak hukurn maupun sebagai pekerja sosial untuk 

menggarnbarkan kedua tugas I peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (rnengenai 

Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah rnenggunak:an 

istilah "Service oriented task " dan Law enforcement duties". 

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalarn 
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Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala 

hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

penwndang-undangan. 

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan 

bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali 

terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan. 
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TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 

A. Pengertian Tindak Pidana 

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana 

banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan 

tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain: 

1. Perbuatan melawan hukum. 

2. Pelanggaran pidana. 

3. Perbuatan yang boleh dihukum. 

4. Perbuatan yang dapat dihukum. 10 

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau 

yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, 

maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman. 11 

Menurut Moeljatno "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau 

rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau 

peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman" 12 Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum 

10 Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana, Aksara Bam, Jakarta, 1987, 
hal. 32. 

11 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991 , hal. 11. 

12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pi dana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62. 

22 
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yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung 

jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus 

dan culpulate .13 

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana 

adalah membicarak:an tiga hal, yaitu : 

1. Perbuatan yang dilarang. 
Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai 
perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan 
seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana. 

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. 
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang ( tindak pi dana) 
yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana 
atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undarig-undang. 

3. Pi dana yang diancamkan. 
Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu 
hukuman yang dapat dij atuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar 
undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun 
sebagai hukuman tambahan. 14 

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "Straajbaarfeit" 

yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana 

(KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya 

dimaksud dengan perkataan "Straajbaarfeif'. 15 

Perkataan "feit" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari 

suatu kenyataan" atau "een gedeele van werkwlijkheid' sedang "straaf baar" 

13 Ibid, hal. 63. 
14 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44. 
15 Ibid., hal. 45 . 
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berarti "dapat di hukum" hingga cara harafia perkataan "straajbaarfeit" itu dapat 

diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh 

karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenamya adalah manusia 

sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. 16 

Pembentuk undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai 

apa yang sebenamya yang dimaksud dengan perkataan "straajbaarfeif' sehingga 

timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan "straajbaarfeit"17 

Hazewinkel Suringa dalam Hilman memberi defenisi tentang 

"straajbaarfeif' adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah 

ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus 

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 

memaksa yang terdapat didalamnya. 18 

Selanjutnya Van Hamel dalam EY Kanter dan SR Sianturi memberi 

defenisi tentang "straajbaarfeit" sebagai suatu serangan atas suatu ancaman 

terhadap hak-hak orang lain. 19 

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi straajbaarfeit 

dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 

16 PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra J\ditya, Bandung, 1997, hal. 
181 

17/bid. 
18 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21 
19 EY Kanter dan SR Sianturi , Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, 

2003, hal. 102. 
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yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilak:ukan oleh seoning pelaku, 

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum.20 

Simons memberi defenisi "straajbaarfeif' adalah sebagai suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan 

sengaja oleh seorarig yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan 

yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat dihukum. 

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di 

pakai sebagai pengganti perkataan straajbaarfeit, yang berasal dari Bahasa 

Belanda. 

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. 

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah 

perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau 

secara kriminologis .. 

Mengenai isi dari pengertian tindak pi dana ada kesatuan pendapat di antara 

para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada 

dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang 

dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat 

yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa 

20 Ibid. , hal. 103. 
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merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa .,sesuatu 

sebab. 

Kemampuan bertanggungjawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana 

Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan 

hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi 

syarat "Bahwa orarig yang' melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau 

bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan 

atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu 

dapat dipertanggungjawabkan" , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan 

(Nulla poena sine culpa). 21 

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya 

pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu 

bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan 

apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungjawabkan. 

Kitab Undarig-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan 

tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana 

Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu : 

21 Ibid., hal. 105. 
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a. Simons dalam Hilman Hadikusuma 22 

Simons menyatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai 

suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan 

sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, 

kemud~an Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab. 

b. Van Hamel dalam EY Kanter dan SR Sianturi 23 

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggungjawaban pi dana adalah suatu 

keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya 

kemampuan pada diri perilaku. 

c. Van Bemmelen dalam EY Kanter dan SR Sianturi 24 

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan 

ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. 

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu: 

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran ( overtredingen) dimuat dalam buku III. 

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 
(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten). 

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doleus de Zieten) dan tindak pidana dengan tidak disengaja 
( culpose delicten ). 

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 
commissionis) dan tindak pi dana pasif/negatif, disebut juga tindak 
pidana omisi (delicta omissionis). 

22 Hilman Hadikusuma, Op.Cit. , hal. 103. 
23 EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit, hal. 104. 
24 Ibid., hal. 105. 
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5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 
waktu lama atau berlangsung lama!berlangsung terus. 

6. Berdasarkan sumbemya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum 
dan tindak pidana khusus. 

7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak 
pidana propria ( dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas 
pribadi tertentu). 

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak 
pidana aduan (klacht delicten). 

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 
dibedakan an tara tindak pi dana bentuk pokok ( eencoudige delicten ), 
tindak pi dana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak 
pidana yang diperingan (gequalifeceerde delicten) dan tindak pidana 
yang diperingan (gepriviligieerde delicten ). 

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pi dana 
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap 
harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama 
baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya. 

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 
dibedakan an tara tindak pi dana tunggal ( ekelovoudige delicten) dan 
tindak pidana berangkai (sarnengestelde delicten).25 

Walaupun dasar pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak 

menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat 

demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang 

kerana dimuatnya dalam undang-undang. 

Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 

489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran 

25 Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", http:/lhukum.kompasiana.com/20111101 
18/pengertian-tindak-pidana/, Diakses tanggal 10 Pebruari 2014. · 
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pada dasarnya sudah merupak:an sifat tercela dan patut dipidana sebelum 

dimuatnya dalam UI}.dang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, 

Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah 

dimuat dalam undang-undang.26 

Apa pun alasan pembedaan an tara kej ahatan dan pelanggaran, yang pasti 

jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat 

diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak: ada yang diancam dengan 

pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan 

lebih didominir dengan ancaman pidana penjara. 

Dengan dibedak:annya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran 

secara tajam dalam. KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum 

pidana materiil, antara lain yaitu: 

1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap 
percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak: pada percobaan 
pelanggaran. 

2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan 
dalam hal kejahtan, dan tidak: dalam hal pelanggaran. 

3. Azas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang 
melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diwilayah hukum RI yang 
menurut hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa·perbuatan 
yang diancam pidana. 

4. Dalam hal melak:ukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus 
atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi 
adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak:, mak:a pengurus, anggota 
pengurus atau komisaris itu tidak: dipidana. Hal ini tidak: berlaku pada 
kejahatan. 

26 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 
2002, hal. 120 
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5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pi dana 
. terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku padajenis kejahatan saja, 
dan tidak pada jenis pelanggaran. 

6 . . Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut 
pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek 
daripada kejahatan. 

7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pi dana karena telah 
dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan 
serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, 
hanyalah berlaku pada pelanggaran saja. 

8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam 
pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang­
undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas. 

9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pi dana yang 
dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran. 

10. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari 
kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran. 

11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya 
diberlakukan bagi setiap pegawai nege~i yang diluar wilayah hukum 
Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran 
jabatan. 

12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan 
antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang 
menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan 
perbuatan anatara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran 
dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni. 27 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian 

rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah 

melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak 

memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari 

perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 

perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan 

.. 
27 Kompasiana, Op.Cit. 
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pada selesainya perbuatan mengambil. 

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah 

pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang 

' 
bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. 

Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian 

orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk 

selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada 

selesainya wujud perbuatan. 

Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada 

sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan 

pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah 

selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi 

jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa 

korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 

B. Pengertian Korupsi 

Dalam ensiklopedia Indonesia disebut korupsi ( dari bahasa Latin: 

corruptio = penyuapan; corruptore = · merusak) gejala di mana para pejabat, 

badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, 



Nurhariyadi - Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

32 

pemalsuan serta ketidak heres an lainnya. 28 

Secara harfiah kornpsi mernpakan sesuatu yang busuk, jahat dan mernsak. 

Hal ini disebabkan kornpsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan 

yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan 

kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta 

penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan 

jabatannya. 

Kartono menjelaskan: 

Kornpsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan 
jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merngikan kepentingan umum 
dan negara. J adi kornpsi demi keuntungan pribadi, salah urns dari 
kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urns terhadap sumber-sumber 
kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan 
formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk 
memperkaya diri sendiri. 29 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Kornpsi, yang 

berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah 

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pernbahan Atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kornpsi. 

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Kornpsi ini sebagaimana 

dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan 

mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam 

28 Evi Hartanti, Op.Cit, hal. 8. 
29 Kartini Kartol}o, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, haL 80. 
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rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana 

korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya 

serta masyarakat pada umumnya. 

Di dalam Pasal2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 

3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu · istilah tindak pidana korupsi, 

keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak 

Pidana Korupsi adalah: 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ( sesuai Pasal 2 dan 
3 UU No. 31 Tahun 1999).30 

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah 

seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun 

yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan 

segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya: 

1. Berada dalain penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat 
lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah. 

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan 
Usaha Milik Negara!Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, 
dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang 
menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.31 

30 Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin 
Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. Melalui httplwww/google.comlkorupsi, Diakses tanggal 11 
Pebruari 2014. 

31 Ibid. 
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Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut adalah 

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pasa 

kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan 

memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan 

rakyat. 

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan 

' 
atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh 

karenanya tindak -pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini 

dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. 

Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana 

korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan 

keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. 

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum 

dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur 

dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut 

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma 

kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana 

sesuai Penjelasan Pasal2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. 
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Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan 

secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk 

pembuktiap.. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti 

meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana 

korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan 

Pasal4 Undang-UndangNo. 31 Tahun 1999. 

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana 

korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, 

dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah 

dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. 

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan 

tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian 

kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu 

faktor yang meringankan pi dana bagi pelakunya. 

Undang-undang ini juga mengatur perihal korporasi sebagai subyek tindak 

pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur 

sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang­

Undang No.3 Tahun 1971. 

Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi 

memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang 

sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda 
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yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. 

Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak 

pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti 

kerugian negara sesuai dengan Pasal18. 

Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu 

orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal 

atau fasilitas dari negara· atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah 

perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga 

pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, 

termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, 

maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. 

Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka 

meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus 

perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa (sesuai dengan Pasal 

26 dan Pasal 27). 

Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan 

penyidik penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara 
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untuk dapat langsung meminta keterangan tenta:ng keadaan keuangan tersangka 

atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubemur 

Bank Indonesia dapat dibaca pada Pasal 29 tentang rahasia Bank. 

C. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Korupsi 

Sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk penanggulangan 

korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintah dari bangsa yang 

bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenamya yang 

menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di negara tersebut, 

sehingga nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindakan yang tepat. 

Apabila direnungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenamya yang 

menyebabkan timbulnya korupsi itu di negara kita ini. Untuk itu penulis 

memberanikan diri untuk memberi jawaban. 

Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sen~iri . Perilaku korupsi 

menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. F aktor-faktor penyebabnya bisa 

dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang 

kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. 

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat 

Transparansi Indonesis, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang 

jelas, yakni : 
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1. Dorongan dari dalarn diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan 

sebagainya), 

2. Rangsangan dari luar ( dorongan ternan-ternan, adanya kesernpatan, kurang 

kontrol dan sebagainya. 32 

Andi Hamzah dalam disertasinya rnenginventarisasikan beberapa penyebab 

korupsi, yakni: 

a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang 
rnakin rneningkat; 

b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang rnerupakan 
slimber atau sebab rneluasnya korupsi; 

c. Manajernen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan 
efisien, yang rnernberikan peluang orang untuk korupsi; 

d. Modemisasi pengernbangbiakan korupsi. 33 

Analisis yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi dipublikasi Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara lain: 

1. Aspek Individu Pelaku 
a. Sifat tamak manusia 
b. Moral yang kurang kuat 
c. Penghasilan yang kurang mencukupi 
d. Kebutuhan hidup yang mendesak 
e. Gaya hidup yang konsumtif 
f. Malas atau tidak mau kerja 
g. Ajaran agarna yang kurang diterapkan 

2. Aspek Organisasi 
a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan 
b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar 
c. Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang 

rnernadai 

32 Masyarakat Transparansi Indonesia, Melalui http://www.transparansi.ot.id, Diakses 
tanggallO Pebruari 2014. 

33 Ibid. 
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d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen 
e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi 

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada 
a. Nilai-nilai di masyarakat kondusifuntuk terjadinya korupsi. 
b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. 
c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi 
d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan 

diberantas bila masyarakat ikut aktif ' 
e. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena 

adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undahgan yang 
dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya 
menguntungkan kroni penguasa .. 34 

Evi Hartanti menyebutkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya 

korupsi adalah: 

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika. 
2. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan 

kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korup.si. 
3. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus 

korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh koruptor yang memiliki 
kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga 
alasan ini dapat dikatakan kurang tepat. 

4. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para 
pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab 
mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para 
konglomerat. 

5. Tidak adanya sanksi yang keras. 
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi. 
7. Struktur pemerintahan. 35 

D. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi 

Sanksi yang dapat dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana 

34 Ibid. 
35 Evi Hartanti, Op.Cit, hal. ll. 
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korupsi adalah : 

1. Pidana Mati 

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 

sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 yang dilakukan dalam ketentuan tertentu. Adapun yang dimmaksud 

dengan ketentuan tertentu adalah pemberatan kepada pelaku tindak pidana 

korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam 

keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu 

terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, 

atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi ( moneter) 

2. Pidana Penjara 

a. Pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 

dan paling iama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara 

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 

lain atau su:;ttu korporasi yang dapat merugikan k~uangan negara atau 

perekonomian negara (Pasal2 ayat (1)) 

b. Pidana seumur hidup atau penjara paling singkakt 1 (satu) tahun dan/atau 
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denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah} dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang 

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korp[ orasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang 

ada padanya karena j abatan atau kedudukanyang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3) 

c. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 

atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi 

setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaiman yang dimaksud 

dalam pasal209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 5) 

e. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus 

lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus 

lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana 

sebagimana dimaksud dalam pasal 210 .Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (pasal 6) 

f. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta 

rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagimana 
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dimaksud dalam pasal387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 7) 

g. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus 

lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus 

lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana 

sebagimana dimaksud dalam pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (pasal8) 

h. Pidana penjara paling singkat l(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagimana dimaksud 

dalam pasal416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal9) 

1. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta 

rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagimana 

dimaksud dalam pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 

10) 

J. Pidana penjara paling singkat l(satu) tahun dan paling lama 5 (lima belas) 

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling ban ak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
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rupiah) bagi setiap orang yang melakuk:an tindak pidana sebagimana 

dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 

11) 

k. Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling 

sedikit Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar) bagi setiap orang yang melakukan tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, 

pasal425, pasal435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal12) 

l. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, 

merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, 

penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tersangka atau 

terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi (pasal 21) 

m. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35,dan pasal 36 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan sengaJa tidak 

memberikan.keterangan yang tidak benar (pasal22) 

n. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6(enam) 

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan . paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus puluh juta 

rupiah) bagi bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429, pasal 430 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (pasal23) 

o. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit 

Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi saksi yang tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Undang­

Undang Nom or 31 Tahun 1999 (pasal 24) 

3. Pidana Tambahan 

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari 

tindakan pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidan dimana tindak 

pidana dilakUkan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang­

barang tersebut. 

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 

dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi 

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) 
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tahun 

d. Penutupan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan 

seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan 

oleh pemerintah kepada terpidana. 

e. Jika terpidan tidak membayar uang pengganti paling lan1a dalam waktu 1 

( satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan 

hukum, maka harta bendanya dapat disita atau dilelang untuk menutupi 

uang pengganti tersebut 

f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang 

lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai 

ketentuan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana 

tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 dimuat 

dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 dan 2. Para sarjana memberikari pengertian 

Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari beberapa segi antara lain 

rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial, rumusan yang 

menekankan pada jabatan dalam pemerintah, rumusan korupsi yang 

dihubungkan dengan teori pasar dan rumusan yang berorientasi kepada 

kepentingan umum. 

2. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 UUPTPK maka pelakunya dalam Tindak 

Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh pegawai negeri, bukan pegawai 

negeri dan yang dilakukan oleh pegawai negeri bersama-sama dengan yang 

bukan pega ai negeri dan pengertian pegawai negeri dalam UU No. 20 

Tabun 2001 adalah merupakan perluasan pengertian pegawai negeri 

menurut Pa aJ 9_ KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 8 

Tahun 19 

20 Tahun 

92 KUHP 

negen m 

. D :ngan demikian pengertian pegawai negeri menurut UU No. 

b rlapis tiga yaitu (1) pegawai negeri menurut Pasal 

nurut UU No. 8 Tahun 1974 dan (3) Pegawai 

o. 20 Tahun2001. 

69 
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3. Pertanggungjawaban pi dana digambarkan dengan adanya unsur kesalahan 

pada si pelaku atau dengan kata lain bahwa orang yang melakukan 

perbuatan pidana yang akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. 

B. Saran 

1. Me1ihat bahwa perbuatan-perbuatan korupsi itu 1ebih banyak dilakukan 

oleh pegawai negeri dan sebagaimana juga adanya perbuatan-perbuatan 

kriminal lainnya tidak dapat diberantas dengan tuntas hanya dengan sarana 

hukum belaka, maka sebagai langkah preventif agar perbuatan korupsi 

tersebut berkurang/ terhapus, perlu kiranya diperbuat penyuluhan­

penyuluhan huk1Tin dan memperhatikan pula perbaikan ekonomi 

masyarakat, sehingga kebutuhan yang diperlukan dalam mengimbangi 

perkembangan kehidupan dapat terpenuhi. 

2. Karena Perumusan Tindak Pidana Korupsi itu sangat luas sehingga bisa 

saja setiap perbuatan yang langsung atau tidak langsung merugikan 

keuangan negara dikwaliflkasikan menjadi tindak pidana korupsi. Kiranya 

apabila seseorang diminta pertanggung jawabannya karena telah 

melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 1 ayat (1) UU No. 

20 Tahun 2001 jangan seenaknya saja menarik atau menyatakan kepada 

tindak pidana korupsi. Adalah lebih baik jika dalam KUHP pula diancam 

kecuali pasal tersebut (pasal dalam KUHP) yang telah ditarik ke tindak 

• 
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pidana korupsi. 

3. Melihat ancaman hukuman yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2001 

paling tinggi adalah seumur hidup dan denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh 

juta) menurut penulis adalah kurang berat mengingat adanya perubahan 

nilai uang serta kwalitas daripada korupsi yang terjadi sekarang. Sekiranya 

hal ini menjadi bahan perhatian bagi pihak yang berkompeten khususnya 

dalam denda tersebut. 
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